
BUPATI BAIANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 26 TAHUN 2O1O

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,
SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan
tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat
Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Balangan
yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam
Kabupaten, Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
Dalam Wilayah Provinsi, dan Perjalanan Dinas
Keluar Provinsi, perlu diberikan biaya perjalanan
dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 304'l ), sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Republik
lndonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Republik
lndonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3890);

2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di



3.

4.

5

6

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265)',

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 42BG),

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor
Nomor '12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik lndonesia Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844)',

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438)',

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik

L



lndonesia Tahun 2005 Nomor 49' Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4503);

10'PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4578)''

ll.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor
38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan

PemerintahanantaraPemerintah,Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara-Repu.blik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4737),

12.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor
39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

lnd6nesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4738).,

l3.PeraturanPemerintahRepubliklndonesiaNomor
41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2.007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 47a1);

14,PeraturanPresidenNomorlTahun200Ttentang
Pengesahan, Pengundangan dan

Penlebarluasan peraturan Perundang-undangan;

l5.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorl3Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
peraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2oo1tentangPerubahanAtasPeraturanMenteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum

Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2006

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum

Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 T-ahun

2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita

Daerah;



19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum

Tahun Anggaran 2010;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12

Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Perjalanan

Dinas;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor

03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

44),

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 45),

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 55),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TARIF

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT

NEGARA, SEKRETARIS DAERAH, WAKIL KETUA

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BALANGAN.

20.

21.

22

23.

24.

Menetapkan



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah BuPati Balangan
4. pemerintahan adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah dan Ketua, Wakil-Wakil Ketua

DPRD serta anggota DPRD
5. pejabat Negari,- Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah

pejabat Negara, PLgawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

tentaig perubahan atas Undang-Undang B Tahun 1974 tenlang Pokok-

Pokok KePegawaian.
6. pimpinan dJn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya

disingkat pimpinan dan anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil

Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Balangan'

7. perjalanan dinas aOitin perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat

Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Penvakilan Rakyat Daerah,
pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap baik secara perseorangan

maupun secara bersama dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
g. perjalanan dinas dalam Kabupaten adalah perjalanan keluar tempat

kedudukan dengan tujuan daerah Kecamatan/Desa yang ada dalam

wilayah KabuPaten Balangan.
g. perjalanan dinas luar Kabupaten dalam wilayah Provinsi adalah perjalanan

keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Kabupaten yang ada

dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Ke Provinsi Kalimantan

Selatan.
10. Perjalanan dinas keluar

kedudukan dengan tujuan
Selatan.

11. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya'

12. Biaya Riil Cost adaiah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.
ta. burit perintah PLrjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah

surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas'

15. Tempat Kedudukan adalah tempaUkota kantor/satuan kerja berada'

16. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas

ketempat tujuan.
'17. Tempat Tujuan adalah tempaUkota yang menjaditujuan perjalanan dinas'

18. Datasering adalah penugasan sementara waktu'

19. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah'

20. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah

surat perintah kefada Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Oaerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak

Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas'
21. Uang refresentatif dalah tambahan uang saku yang melekat pada Bupati,

Wat<it Bupati, Ketua, Sekretarls Daerah, wakil Ketua dan Anggota DPRD,

sefta Pejabat Eselon ll.

Provinsi adalah perjalanan keluar tempat
daerah di luar wilayah Provinsi Kalimantan



22

23.

Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan adalah biaya yang
diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan bagi Pejabat
Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap.
Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bintek adalah bimbingan
teknis yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun pihak Pemerintah
dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.

BAB II

JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Pertama

Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi .

a. Perjalanan Dinas Keluar Propinsi;
b. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Wilayah Propinsi;
c. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten.

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perjalanan
dinas untuk keperluan :

a. Detasering di luar tempat kerja kedudukan;
b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan

di luar tempat kedudukan;
c. Diharuskan menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang

ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan
jabatan;

d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan
berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan
surat keterangan dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena
melakukan tugas;

t. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan
g Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang

meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 3

Biaya Perjalanan Dinas Terdiri dari :

a. Uang Harian / uang saku;
b. Biaya transport pegawai;
c. Biaya Penginapan (Akomodasi),
d. Uang Refresentatif;
e. Uang transport lokal di tempat tujuan.

(1)

(2)

(1)



(2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran l, ll, lll, lV,V,
Vl dan Vll

Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi kecuali untuk biaya transport pegawai (tiket pesawat dan airport
Tax/bus/kereta api/kapal laut serta Retribusinya) dibayar secara riil;

(2) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang mengeluarkan Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD) yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan :

a. Jabatan (Jabatan Publik/Anggota DPRD);
b. Jabatan Struktural;
c. Jabatan Fungsional; dan
d. Jabatan Non Fungsional/Non Struktural (staf).

(2) Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Fungsional diatur sebagai berikut :

a. Pejabat fungsional golongan lV disamakan dengan pejabat eselon lll;
b. Pejabat fungsional golongan lll disamakan dengan pejabat eselon IV;

dan
c. Pejabat fungsional golongan ll dan/atau I disamakan dengan staf

golongan ll dan/atau l.

(3) Biaya Perjalanan Dinas untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah :

a. Untuk PTT berpendidikan Sarjana (S1-S2) disamakan dengan tarif
biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan lll; dan

b. Untuk PTT berpendidikan Non Sarjana disamakan dengan tarif biaya
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan ll dan/atau Golongan.

(4) Biaya Perjalanan Dinas untuk pejabat anggota DPRD diatur sebagai
berikut ;

a. Untuk pimpinan DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas
BupatiAlvakil Bupati;

b. Untuk Wakil Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas
Sekretaris Daerah.

c. Untuk anggota DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dinas
Eselon ll.

Pasal 6

Lamanya waktu Perjalanan Dinas (dalam daerah/luar daerah maksimal 4
(empat) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari
hitungan (empat) hari yang dibuktikan dengan surat/telexlfax dari instansi
pemanggil.



Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Diklat Kepemimpinan,
Diklat Teknis Dan Prajabatan

Pasal 7

(1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti Diklat Struktural (Diklat Pim II, Diklat Pim
lll, atau Diklat Pim lV) yang lama waktu pelaksanaannya melebihi 1 (satu)
bulan, untuk uang harian diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai
berikut :

1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang
berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam
Peraturan ini,

b. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :

1, 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang
berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam
Peraturan ini.

(2) Biaya Kontribusi, uang harian/uang saku dan uang sewa kendaraan dalam
kota tempat tujuan (khusus Diklat Pim yang diadakan diluar Provinsi) serta
biaya transportasi Diklat Struktural (Diklat Pim ll, Diklat Pim lll, atau Diklat
Pim lV) dialokasikan pada DPA Badan Kepegawaian Kabupaten Balangan.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau
sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta)
diberikan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang
harian dan biaya biaya penginapan (Akomodasi) diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan di luar Provinsi, ditentukan sebagai berikut :

1. 5 (lima) hari peftama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif
yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam
Peraturan inr;

b. Dilaksanakan di dalam Provinsi, dltentukan sebagai berikut :

1. 5 (lima) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif
yang berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-6 (keenam) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam
Peraturan ini;

c. Apabila Biaya Penginapan (Akomodasi) ditanggung oleh Panitia
Penyelenggara (baik dengan cara setor kepada Panitia maupun tidak
setor biaya), maka biaya penginapan (Akomodasi) tidak diberikan
Iagi

(2) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Teknis (Bimtek, Sosialisasi atau
sejenisnya baik yang diadakan oleh pihak Pemerintah atau pihak Swasta)



dialokasikan pada DPA SKPD masing-masing sesuai kode rekening
berkenaan.

Pasal 9

(1) Perjalanan Dinas mengikuti Diklat Prajabatan diberikan biaya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, untuk uang harian diatur sebagai
berikut :

a. Dilaksanakan di luar Kabupaten Dalam Provinsi, ditentukan sebagai
berikut :

1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang
berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam
Peraturan ini;

b. Dilaksanakan di dalam Kabupaten, ditentukan sebagai berikut :

1. 3 (tiga) hari pertama, diberikan Uang Harian sesuai dengan tarif yang
berlaku dalam Peraturan ini;

2. Hari ke-4 (keempat) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam
Peraturan ini.

(2) Biaya Diklat Prajabatan untuk uang kontribusi dibebankan pada DPA
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Balangan dan uang saku serta
transportasi peserta dibebankan pada DPA SKPD masing-masing peserta.

Pasal 10

Untuk biaya yang dibebankan pada DPA Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Balangan pertanggungjawabannya melalui Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Balangan, sedangkan biaya yang dibebankan pada DPA
SKPD masing-masing peserta pertanggungjawabannya melalui SKPD masing-
masing peserta.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN

Pasal 11

(1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang
harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten tidak diberikan uang
penginapan;

(3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten yang menggunakan mobil
Dinas diberikan bahan bakar dengan perhitungan 1 (satu) liter bahan
bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km.



Pasal 12

Khusus Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kelurahan/Desa diberikan biaya
transport sebesar Rp.25.000,-/orang.

BAB IV

PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM WILAYAH PROPINSI

Pasal 13

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam
Wilayah Propinsi diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran ll dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Perjalanan Dinas yang perjalanan melebihi dari 6 (Enam) jam diberikan
uang penginapan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
ll dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

(3) Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebagai
berikut :

Jumlah hari perjalanan (H) kurang 1 dikali Tarif Biaya atau H-1 x Tarif
Biaya.

Pasal 14

Perjalanan Dinas satu orang atau lebih dengan tujuan yang sama dalam
rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan
dinas dan/atau kendaraan sewa diberikan biaya bahan bakar dengan
perhitungan 1 (satu) liter bahan bakar minyak (BBM) untuk jarak 7 km,
serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana
menggunakan alat penyeberangan ;

Kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah
kendaraan sewa yang jumlah sewanya tidak termasuk bahan bakar minyak
(BBM) dan biaya sewa dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku dan
dibuktikan secara riil;

(3) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan dinas dan/atau
kendaraan sewa diberikan biaya transport sesuai dengan tarif yang

berlaku;

(4) Perjalanan Dlnas dengan tujuan beberapa daerah, maka jarak tempuh
harus diperhitungkan dari jarak yang terdekat dari tempat kedudukan,
kemudian disusul dengan perjalanan ke daerah selanjutnya.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 15

Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilaksanakan dalam rangka

pemeriksaan oleh SKPD Pemeriksa/lnspektorat diatur dengan Keputusan

Bupati tersendiri.

BAB V

PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

Pasal 16

(1) Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak

Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan :

a. Uang Harian;
b. Uang PenginaPan:
c. Biaya Transport;
d. Biaya Airporttax dan Retribusi Bandara;
e. Uang Refresentatif;
f. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan.

(2) Uang Harian dan Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

(3) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai

berik-ut : Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H - 1 x Tarif

Biaya;

(4) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari :

a. Biaya Transport dari tempat kedudukan menuju tempat bertolak
(Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan (yang dapat dilalui

oleh kendaraan darat) yang menggunakan angkutan umum dibayarkan

sesuai dengan tarif yang berlaku dan dibayarkan secara lumpsum;

b. Dalam hal Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan menuju tempat

bertolak (Bandara/Pelabuhan setempat) atau tempat tujuan (yang

dapat dilalui oleh kendaraan darat) yang menggunakan Kendaraan

Dinas diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan riil

jarak tempuh dan kerkuatan Daya Mesin (CC);

c. 
"siryu 

Transport yang menggunakan pesawat, kereta api, kapal

lautTangkutan lainnya dari bandara/pelabu han setempat menuj u tempat

tujuan dibayarkan sesuai dengan harga tiket yang berlaku pada waktu

itu dan dibayarkan secara Riil Cost;
(5) Fasilitasi Penginapan dan Alat Transportasi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran tV Oan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

Peraturan BuPati ini.

Pasal 17

Biaya Airporttax dan Retribusi Bandara dibayarkan sesuai dengan tarif Biaya

Air[orttax dan Retribusi Bandara yang berlaku pada Bandara Keberangkatan,

Bandara Transit dan Bandara Kepulangan.

t1



(1)

(2)

(3)

Pasal 18

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Pejabat eselon ll yang melaksanakan
perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan perjalanan dinas luar
Provinsi diberikan uang refresentatif;

Uang Refresentatif dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya
akomodasi selama perjalanan dinas yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

Uang refresentatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan
selama hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

Pasal 19

Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Provinsi diberikan uang
sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan yang besarnya sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vl dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tempat Tujuan terdiri atas :

a. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan tugas dinas luar Provinsi
diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan berdasarkan
per-surat tugas dan selama hari berada tempat tugas, diformulakan
sebagai berikut :

Jumlah hari perjalanan dinas (H) kurang 1 atau
H-1 X Tarif Biaya (Rp.500.000,-) = Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota

Tempat Tujuan;
b. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Bimbingan Teknis

diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan selama 2
(dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Bintek dan hari kepulangan
dari tempat Bintek;

c. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Tugas Belajar (dengan
tujuan luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat
tujuan selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Tugas
Belajar dan hari kepulangan dari tempat Tugas Belajar;

d. Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan Diklatpim (dengan tujuan
luar provinsi) diberikan biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan
selama 2 (dua) hari yaitu hari pertama menuju tempat Diklatpim dan
hari kepulangan dari tempat Diklatpim;

Untuk biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan dibayarkan secara
lumpsum.

(1)

(2)

(3)
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(1)

(2)

(3)

BAB VI

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

Pasal 20

Pejabat Negara, sekretaris Daerah, wakir Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri sipil, dan pegawar Tidak
Tetap Kabupaten Balangan meninggal dunia sedang atau dalam
melaksanakan Tugas Luar Dalam Kabupaten, Tugas Luar Kabupaten
Dalam Provinsi dan Tugas Luar Provinsi diberikan biaya :

a. Biaya Pemetian;
b. Biaya Angkutan Jenazah;
Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah dimaksud ayat (1) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vll dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
Biaya perjalanan dinas untuk penjemputan lenazah pejabat
Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai ridak retap bagi anggota keluarga
yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari
dan bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau pegawai ridak retap
diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah
Perjalanan Dinas (sPPD) yang diterbitkan oleh pejabat yang benruenang;
Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan surat Tugas dan surat
Perintah Perjalanan Dinas (sPPD) yang biayanya dibebankan pada
anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (sKPD) yang ditugaskan,
kecuali berkenaan untuk rim Kerja/Tim Lintas sektorar yang
pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
Surat Tugas untuk satu penugasan tidak boleh dipisahkan dalam satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pasal 22

(1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri atau Pegawai ridak retap yang
melakukan perjalanan dinas wajib menyampalkan dokumen
pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :

a. surat Tugas (contoh Surat Tugas terlampir dalam Lampiran Vlll);
b. SPPD (contoh SPPD terlampir dalam Lampiran lX);
c. Bukti Biaya Transport/Tiket (Khusus perjalanan dinas luar Provinsi);
d. Laporan Hasil Perjalanan Dinas (contoh Laporan Hasil Perjalanan

Dinas terlampir dalam Lampiran X);
e. Rincian Biaya (contoh Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran Xl);
f. Daftar Rincian Biaya dan kwitansi beban sementara (bagi Pejabat/PNS

dan PTT yang melakukan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) orang,
contoh Daftar Rincian Biaya terlampir dalam Lampiran Xll);

g Daftar Rincian Biaya Kontribusi dan kwitansi beban sementara serta

(1)

(2)

(3)
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kwitansi dari Panitia pengundang (bagi Pejabat/PNS dan PTT yang

melakukan bintek dan diwajibkan setor biaya kontribusi, contoh Daftar

Rincian Biaya Kontribusi terlampir dalam Lampiran Xlll).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor

188.45t149/Kum Tahun 2OO7 tanggal, 26 Juli 2007 tentang Perubahan Tarif
Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat dan Staf di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Balangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

ringin
Juli 2010

Ditetapka

/ pada tan(

futrtot,/
NGANr/A

!,

la. SEFEK EFFENDtEI
Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juli 2010

, SEKRETARIS
/ xneupATEM

DAERAH
ALANGAN,

M. RIDUAN DARLAN I
I
I

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2O1O NOMOR 26

l4



\
tr
oz

\ llJ

.L

LU
IL
UJa
+

z
(,
z

E

^o-q o_(!E
A=

Eo
L

5G-oo
t6
(gc
tr(!

IL

-o-c>
=.8
o-E
(EL
=(!e€

L

=X 6)aq 
=trI{)(!

;ic! (,
;o)
.:< 9O
Ftf, or
<s cY.-(t
!tto)re(,)- (Eo o)tr/oc=jgu
G,JO,>r - \./

E# Ec 6o
o! o-o= (t
L-.-g Eo
bsEA-L
==(g".7 oo 

='F(!(!0)
E oo_i5Ac
-H(!'; oE
6Y c
E c9
a(!(E!€A(ErE=
.j<r)
-FAt9--tr(!(!
=-3Y;iY E
e'- (!
oooEoo
ao@(E(!(E
Fee"i5i5i5

z---<EEEanccc
=(t(!6ttsoo<L '='-'c
fYoo0)
ilo-o-L
LIJ - or c/)

Y

;(t
L)

=
o
o
az
(L

o.
u.

(!
L
(E

tt)
(E

f

o)

O
O,
Ooq
ro

O
O-
O
Oq
LO
c!

O
O
O
Oq
o
ro

O
O
O
O
O
rr)
f--

O
O
O
O
O
O
O

O
O.
Oo
O
O
tl)

Oo
o
Oq
LO
f.-

C
C

t==
IF

looo

lfE*
I *uE =

t
(t
L(!
J-
o)

G
:f

@

O-
O
Oq
O
lr)

O
O^
O
O
O
tr)

O
O-
O
O
O
Lci
1..-

O
O.
O
Oq
O
O
r

O
O
O
O

O
cf)

O
O.
Ooq
lr)
f--

O
O.
o
Oq
O
Or

O
O.
O
Oq
O
co
r

(tl

o
-15;E
7:

98fi
E9.qf
(i)
(L

CLt
(E

(!

o,
(!
f

F-

O
O.
O
Oq
O
@

O
O.
O
Oq
o
tr)

O
o_
O
O
O
O
Or

O
O-
O
Oq
o

O
O.
O
O
O
O
|r)

o
O.
O
O
O
Oo

O
O.
O
Oq
O
cr)r

O
O^
O
Oq
O
LO
r

=c(!
iioO O).r
E PE
HTB-oc(Er!'6'!
(L

o
v.
-(!
L(!

o,
(!
f

(.o

c
O-
O
O

O
O
r

o
C

(:
f.-

33
i
c
Nr

)
?
f3
?
f,
r)
-

3
3-
ccc
c
O
N

O
O
O
Oq
rr)
Nr

O
O
--a
Oq
O
rJ)

O
O.
Ooq
rr)
r.*r

rt!lsE
lEg"
l*txlL-

l#s

o-
d.

(!
(\,

cT)

G
l

ro

O
O.
O
Oq
O
LO

c
3_
cc
O
O

o
O.
O
Oq
|r)
f.-r

ccc
U

O
O
N

O
O-
O
Oq
O
tr)
N

O
O
O
Oq
lr)
f--

O
O
O
Oo
O
O
N

c
3-
3
?
Lr)
N
N

.E

Eo
Je.
ets
=<t(!=
E5
(gL
oG
3E
m

CL
g.

G

(t
I
(J'

(!
f

s

O
O
O
Oq
m
f=r

O
O
--a
O
O
LO
N
r

O
O
O
Oq
O
O
N

o
O.
O
Oq
lr)
N
N

O
O
O
O
O
O
O
N

O
O
O
Oq
O
ON

O
O
O
O
O
tr)
N
N

O
O
O
O
O
O
tr)
N

(t
6E
-' (II
Co
'6) Y

c\t e
o
C'-
o_

c
(E

$
a)a
,go
C
L

tu
o_

c-
(s

=
m

(E
f--)

o
C
o
$
I

oc
o
5
E
(E
I

c
(!

$

=

oo
C
tr
o
C
-oo
F

oz r N $ ll) (o f-- co

(t
o)

s(!
m

0)#(t

=ooCrF(Eoo
YNc't

dFI(o'trol(!=

=xi;=E(',!eLc
arUGId.zt

;(!
L'a
E
(g
J

z
o

=-<

F*
=zMtU
q3
=f<mt$o-
21
=aol-
-zz.-<tr.ZU<=J IJJ{o.
"H1'
u4
E,Vs6
-7

=6



(!
E

j

(,
az
(L

=(!
F-=(o:
6V
i<
0)

o_

s

O
O
OO
O
O(o
N

O
o,
O
Oo
O()
N

o
O
o
O
O
O()
N

Oo
O
O
o
O
LO
N

o
c
OoO
or)
N

O
o-
O
O
o
O
LO
N

O
O
o
O
O
O
LO
N

,N
oz
ul
lt
TL
UJ

IUo
j

f

E
0)

i<
(E

(o

.G

o
0)o
I
(s

E

c
I

cE(EO
X6

.8 i5

'r= C
6O)r

c(!ocE=
;D
ic'o
6E
13o

o
a.=
TO
.- cJ cF:G(nYc
rf (E

(, >.=
(/).Y o)I(D(L

\ o
?r.

>.
o-
:)
o>

ci
Sot 'e
r G -d:o)>t'.trl= =-oGLO6

E s 35
ii6!c
c9oI
EDO (gU
P'o 3 e6so;
- 9 (gm
P r''l -;cGGxe ee
E 9.E }
x(6cou;6r
L-ea
o:-G

..6hEU
- i:'x c tr
k""E 3 E
O- - J (!
-1ts:-4-=66

#EEEil
tUl fOO-
F
tLJ- N
Y

_c
6:o(ri-

f)

OO
OOq
oO
N

O.
O
Oo
O
O
N

Oo-
OO
O
OO
N

OO
OC
O
O
ON

O
O
O
O
o
o
O
N

o
O.
O
O
O
OON

O
O
O
O
o
o
O
N

O
O.
O
O
O
dr)

o
o-
o
Oo
o
6

O
O
OOc
OO

O
O
o
OO

o

o
O
Oo
O
O

az
-ctrOG;io
-o>ul
7c
6ao-
(!:

GV
0)

I

k
r!F
colo:
6v
j

C,
o-

N

O
O.
O
Oq
6
N
$

oo
o
Oq
n
Ns

o
O.
O
O
O
o
N
v

o
O.
Ooo
()
N.i-

o
c)-
Ooo
r;
N

O
o-
oo
O
o
No

o
o-
Oo
O
.o
N()

9'o:
A:o.
JT

Oo
Ooo
o
Oo

O

O
O
O
O
Oo

Oo
Ooq
O
O
O

O
O,
O
OO
O
O
ca

Oo
O
O
O
o
oo

Oo,
oOc
O
Oo

O
O
o
Oq
O
O

O
O.
ooc
O
ON

o
o-
Oog
O
O
N

oo-
o
Oq
Oo

O
O-
OoO
O
rO

o
O-
oOO
Oo

oz
rc
co
*oea

=ui.C

-a t-

E>
(!=

6o
d

cao!OU
lbL.-
o=
4F

O

O
o
O
oO
o
LO
o

Oo
ooq
Oo()

Oq
O
Oq
O
Oo

Oo
ooO
O
O()

O
O
oOq
oo
6

O
O
O
O
I
O
O
@

o
oOq
O
O
(o

_tr91(E:
6:d

O
O.
OO
O
LO
No

Oq
Oo
O
r)
No

o
O.
o
Oo
U)
No

Oo
O
Oo
o
N

OO
OO
O
o
No

O
O
O
Oo
ri
N

oO
O
Oo
6
No

OO
O
O
o
d6
N

Oo
O
Oo
Oo
N

O
O
oO
o
Oo
N

O
O
Oo
O
o
O
N

oo
Oo
Oo
N

G

o)

c
(!
Eo
=EtrO-
9o
q)
a
o)

G

,d
o-

'tr
(!
F
cE
69

tz
o
o-

@

o
O
Ooo
o()
(o

O
O
O
O
O
o
Lr)
(o

oo
o
Oq
O()
LO

o
o-
Ooq
O
ro
LO

o
O
o
OO
Or)n

Og
o
Og
O
LO
o

O
O
OO
O
o()

_C

E:dri-
N

OO
O
O
o
On
o

Oc
Ooo
o
roo

O
O
O
oO
O6
m

O
O
O
O
o
ooo

OO
O
O
O
o
LO

o
O
O
o
O
Or)

o
O
O
O
O
()
c.)

o
O
O
Oo
ooo

o
O
O
oc
Oo
c.)

O
O
O
O
o
o
ro
N

oO
O

c
Oo
N

O
O.
O
Oq
O()
N

!
(!

=c
iU:e:(Ii:oo_

.ee
(o

o
I
oa

(!
F
c6
sv
v
C'
o.

@

O
O.
OO
o
oo
N

O
O
O
O
O
Oo
N

OO
OO
o
oo
(o

O
O
Ooo
Ooo

O
O
Ooo
Oo(o

Oo
OoO
o
O
(o

Oo
ooo
o
O
N

6:0.:)+- 6

O
o-
O
Oq
o
f.r
aO

o
O.
Oo
O
()
N
cO

o
o-
O
Oq
o
N
co

o
O
O
O
()
No

<)
O.
ooO
6
No

o
O.
O
O
O
r)
N
o

O
o-
o
O
O
o
N

oO
o
O
O
Oo

o
O
o
Oo
O()
aO

o
O
o
O
O
cjo(t

OO;
OO
O
O
ca

O
O

Oo
O
O
C.

(o
f
o)
Y
N

13

^U
=U.o(L
-oJ
(o

=.i
o_

m

Gt-
cT(E:
6V
.:I
v
o
(L

s

oo
O
O
O
O()
N

Oo
Oo
O
Oo
N

Oo
oOc
O(o

oo
o
q
Oo(o

Oo
ooq
Ooo

O
O
O
oq
Ooo

o
oocor)
N

_c
(6=tr
fi-

m

O
O-
OoO
o
O.i-

o
o-
O
Oo
o
O
$

O
O-
o
O
O
oo\t

o
O.
O
Oo
O
O
$

OO
oOo
oO

O
O:
Oo
Oov

OO
O
Oo
Oo
$

o
O.
O
O
o
Lai
t-
co

O
O.
Oo

Lai
t-
CO

O

Oo
O
O
LO
C'

O
O-
O
O
o
O
ro
C.

Oo
oO
o
O()
co

6

Y
6:

-:l
_o
(!
Y

N .E

6
E
(s-s
m

f
(g

^o
o-
o

c0

6-
N

co

fs
J
s
6
C
oF

6
o
f
Y
o
=(g
ao

l
(g
U
G
o
Y

=!
E
f
m
t
o
C
aF

,Eo
oF

C
a
o
0
U)
'o
o)c
f,a
f

=I

c
a
oq
0)
F
rcoc
fa
-
l
I

6
G
f

o
o)c
=a
l

=I

C
o
N

s
F

z N <' o @ N @ O) a N

c
G
O)EO
oF^

CONO._ cN

^! -

6Fru
c9-
]uo
*vO
Sc-
bbGa-z-
=
Eo
a
Eo
J

z
F
J
uJo
Zzs<
=o<z
>j
l<
<dlY7
OHUD1<<So'z^)6Eo

zL$<r-z<z
i<LT<Jap=r
H=E
r-.1 

=trxfi<"o-lz_ga
<oLZ
MY<(,YZ
e=
5a
J
z
l-)
l
F



6
I
C

(o
c

tr
o
(L

=(!
F

G
!
c
(!

I

G
l

(E
F

:
o
(o

=J
o(,
az
0-

o
or
=oF

s

O
O.
O
O
O
OoN

Og
O
Oq
o()
N

O
O.
O
O
O
OoN

o
o-
o
Oq
O
ON

O
O
o
Oq
O
ON

oq
Oo
O
O
6
N

O
O
O
Oq
or)
N

O
O
O
O
o
OoN

O
O
ooO
o
O
N

oo
Ooq
o
O
N

oo
O
O
o
O
LO
N

O
O
Oo
O
O
O

o
O
o
Oq
Ooo

Oo
OoO
O6
N

oq
ooq
o
N
N

O
O
o
Oc
6
N
N

o
O
O
Oq
Oo$

Oo
Ooq
Oo
N

oo
oo
O
O
$

Oo
O
Oq
O
O
N

O
o-
Ooq
o
O
N

oo
ooo
ooo

oo
oo
O
oo
N

o
Oo
Io
O
N

oq
O
Oo
on
N

o
o
o
.o
r.r
N

oc
Ooq
o
ON

o

oq
Oo
N

o.
v.

6'=
6
I
o
C
o:)

o

OO
O
OO
Oo(t

O
O
ooo
oO
6

O
O
o
O
O
o
Oo

Oq
O
O
O
O
O

O
O
O
o
O
O
O

Oo
o
O

o
O(,

o
O
oOo
Oo(t

Oq
o
O
O
O
Oo

O
O
O
oO
O
O
fl')

O
O,
ooo
Oo
C.

O
O-
O
O
O
o
Oo

o
O
O
O
O
d
LO

oq
O
Oo
O
LO
.d'

oo
OO
O
O
O
co

oq
OoO
o
ro

q
ooo
Ooo

o
o.
OO
o
O
Os

oc
O
O
O
CJr)o

oq
ooo
O
LO
CO

O
o-
oo
O
CJOo

o
o-
O

o
O
O
cr)

o
o-
Ooo
O
LO
m

oq
o
O
oo

ocoocooo

o
o-
oO
Oo
CO

Oc
O
o
O
O
ro

oq
o
Oq
Oo
d)

oq
o
O
O
O
ca

llo oort;fli,r
3r b

s!3o-"

6
o
I

G
F

N

O
O
o
O
o
Oo

O
O
oo
O
oO
$

O
O
O
Oc
Oo

Oo
o
O
o
O
o
O

OI
oO
O
O6
N

O
o.
aoo
O
O
d)

O
O.
O
Oq
Oo
O

oq
o
o
O
O
Oo

oq
oOq
O0
m

Oo
ooo
O
O

o
o-
o
o
O
o
O
I

oq
o
O
o
Os

oo
Ooo
Oo

o
o-
ao
O
oO
$

Oq
aoaoo
cO

Og
ooq
Ooo

o
o,
a
O
oo
N

oo
aO

Oo
$

Oo
Ooq
LO

O
O
OOo
OOs

O
O
aO
O
oo
N

oo
OOq
OO.i"

O
O
O
Oq
Or)s

o
O
a
O
O
O
O

oo
ooq
O
O
ca

Oo
oo
O
Os

O
O
aOo
OO(e

oo
Ooo
O
ro
(a

o
t
tr
,g
oI
tr
of

Oq
O
O
O
oOo

O
O
O
Ocoo

Oc
O
o
O
O
Oo

o
O
Ooq
O
Oo

O
O-
O
O
O
O
O(o

O
O.
O
oo
O
O
Cr)

oc
OO
O
oo
cr)

O
O
O
O
O
O
Oo

O
O.
O
Oq
O
Oo

O
O.
o
Oq
Ooo

Oq
Oo
O
O
O

O
O.
O
O
O
O()
o

o
O.
o
O
O
Oo.i-

O
O
O
O
O
O
O

o
O.
O
OO
O6
o

O
O.
O
Oo
O6o

O
O.
O
O
O
OO
t

O
O-
O
O
o
Oo(9

O
O.
O
OO
o(o
o

O
o-
O
O
O
OO(n

Oq
o
O
O
O
o
C.

O
O
O
OO
o
LO
o

O
O.
O
Oc
OOo

o
o-
O
Oo
Ooo

O
O
Oo
cio
6

OO
O
oq
o
ro

O
o-
oO
o
OO(a

O
o
OO
o
o
O

=;'
O: i
9o 6fi, ,i,z --o* o.scz'ds -Ie

o
or
=6
F

OO
O
O
O
o
O
@

Oo
O
O
O
O
Or)

Oo
oo
O
o
6o

Oo
ooO
o
O
6

Oo
Ooq
OO6

O
O
O
O
O
o
O(o

o
O
o
Oq
Oo$

O
O
oOq
oo
6

O
O.
O
O
O
O
O
$

oo
oo
I
O
O6

oo
ooc
OO
N

oo
o
q
O
O
@

o
o-
ooo
O
O(o

oO
ooc
O
ON

o
O.

Oq
Oon

O
O
ooq
Oo
LO

Oq
o
O
O
O
O
O)

oo-
o
Oq
O()

Oq
ooq
OO0

Oq
O
oO
O
ON

Oq
oO
oo

O
O.
oOq
oo
6

o
o,

oq
Or)
6

o-
O
O
O
Oo
@

oq
O
Oq
O
O.f

O
O-
oOq
O
ro
N

O
o-
ooq
O
O

Oq
OoO
Oo

o
x.
c
N

Gx
tr
G
l

o

OO
OO
O
O
Oo

o
O
O
Oq
o
Oo

O
O
O
O
O
O
O
ce

Oo
Ooq
oo

O
O
o
Oq
Oo

O
O
O
Oc
O
Oc,

O
O
ooq
O
O
co

o
o-
OOq
O
Oo

O
O
Ooq
o
co

O
O
ooco
O
co

Oo
o
Oco
O
cr)

oo
o
Oo
O()
co

Oq
Ooo
o
lr)$

O
O
O
Oq
O
O

oo
o
Oq
O
6

oq
ooq
or)

og
O
OO
oO
$

Oq
Ooq
o
roo

Oq
O
Oq
O
LO
o

oO
o
Oq
o
O
CO

o
o-
O
O
O
oO
ca

O
O-
O
Oq
or)o

o
o_
O
Oq
O
O

OO
ooq
O
O
CO

oq
Ooq
Oo
Cr)

O
o-
O
Ocor)(o

Oc
O
OO
dOo

OO
oOq
OO
c.)

o
=EtrtLoo
6ool
nJ E)

t<'dc
o-s

a
oI
=
G
F

o
O
O
Oq
O
O
O)

oO
c)
Oc
Oo
@

O
O
o
oq
O
O
co

Oc
Ooq
O()
o

O
O
Ooq
O
O
O_)

o
o-
Ooq
O66

o
O-
o
O
O
OO
@

Oq
O
Oq
O
O
@

Oc
Ooq
Oo
6

O
O.
Ooq
O()
6

O
O.
Ooq
OO
O

o
Io
Oq
Oo

oq
oo
O
O
@

O
O.
Ooq
o()
@

Oq
O
Oq
OO
f.-

oq
OOq
O
O
o)

o
O-
O
Oq
O
O

Oq
OoO
O
o(o

O
O.
O
Oq
O
O(o

O
O-
ooq
Or)
r.-

O
O-
oO
O
o
Or)

Oq
OoO
ciO-

Oq
O
Oo
O
Oc

Og
ooq
O
ON

O
o-
oO

O
O6

Oq
o
Oq
O
O

Oq
O
O
O
dON

O
O.
OOO
O
ro
@

t
c
,E
e
I
oc
6
f

F.

f
3-
f,
l
f
j
f,

O
O
O
Oq
Oo

O
I
O
O
O
O
O
d)

O
c).
OO
O
O
Oo

O
O.
OO
o
O
O
cf

O
O.
O
Oo
OOo

O
O
O
O
O
O
Oo

oq
o
Oc
Ooo

O
O.
OO
o
Ooo

O
O.
oOO
Oo

C
C
C
C
C
C
C

Oq
O
Oo
Ooo

o
o-
O
Oo
O0

Oo
oOO
Oo

O
o.
Oo
O
O6
o

o
o-
oOO
Oo
cO

o
O.
O
O
O
O
O.f

O
o-
Ooo
Oo
ct

OO
OO
o
O6
O

Oo
o
Oo
O
Oo

Oq
ooO
Oo
m

Oq
oOO
O()
co

o
O
O
Oo
O
O
c/)

OO
O
O
o
O
Oo

oO
Oo
o
O
Oo

O
O
o
Oo
O
6
O

O
o-
ooo
ooo

o
O
OoO
O
o

-ots
bc(oU
Oo
oE'tr 0)gY
O=!xgg

;
o
I
=
F

6

Oq
OOo
Oo
O

Oq
O
O
O
O
LO
@

Oq
o
Oo
or)€

O
O.
oOo
oo
N

O
O-
O
O
O
O
LO
O)

O
O.
o
O
O
Oo
O

Oc
OO
O
O6
@

O
O.
OO
o
O
LO
(o

O
O
O
O
o
o()
lr)

O
O
O
Oo
oo(o

O
O
O
Oo
oo-.

O
O-
O
O
o
o
O
C\

O
OO
o
or)
co

C
C
C
c
C
c
Co

OO
O
oo
Oo
N

OO
Ooo
o
O)

OO
dOo
o
O
c\

O
O-
OO
o
O
ro
(o

OO
OO
O
o()
@

oO
OoO
oo
@

O
O
O
oo
oo
6

Oo
O
O
O
o
o
c!

Oo
ooo
o
O

o
O
oo
O
O
O
@

oo
oo
o
ra)()

O
O
O
O
<)
o(r)
co

O
O
Ooo
on
N

o
O
Ooo
oo
N

ox
c
.g
a
I

6
l

6

O
O.
Oo
o
O
O

OO
OoO
OO
o

O
O
Oo
O
o
Oo

O
O
O
O
o
OO
o

O
O
O
Oo
O
Oo

O
O
O
O
O
o
Oo

Oo
ooo
oa
m

O
O
O
Oc
O
Oo

O
O
O
O
O
Ooo

Oo
O
O
o
Ooo

O
O
O
O
o
Ooo

O
O
Ooo
ooo

O
O
O
O
e
O()s

O
O
o
O
O
ooo

O
o
oO
O
Oo

O
O
OO
o
o()

O
o
OO
O
Oo
$

O
O
O
oco()

oO
O
Oq
O()
o

O
O
O
oc
Oo
C'

Oo
o
O
Oor)

O
o
O
c
O()
co

Oo
o
O
O
Oo
c.)

oo
ooc
Oo
c.)

oo
Ooq
Oo
c)

oo
Ooq
Or)o

oo
o
Oq
Ooo

oo
o
Oq
O
Oo

tr
(!

j:

^U
=EoI
-o!o

=6.jY

o-

o

6
o
I
-I
N
ts

I

O
o
O
O
O
O
O
N

OO
O
o
O
O
Oo

O
O
o
o
O
o()
q

O
O
O
Oq
oOq

oo
oo
O
O
O
O

oo
o
Oc
O
O\

Oo
Oo
O
O
Oo

Oo
O
O
O
Oq

oq
Oo
O
O
O(o

o

O
O
O
O
O
O

Oo
O
Oq
O
Oo

O

O
oc
O
O6

Oo
o
q
O()
N

o
o,
O
O
O
o
O
O

Oc
O
O
O
O
O
O

Oq
o
O
O
o
OO

O
O-
o
Oq
o
Or)

Oq
Ooq
O
OO

Oo
Ooq
O
O
O

O
O
ooq
O
u)
N

o
o-
ooo
OO
(o

O
o-
o
Oo
o
Or)

Oc
OoO
oO
c?

Oq
ooq
o
Oq

o
O.
o
Oc
Oo
@

o
o,
ooq
O
O
O

O
O
O
O
O
O
ry

oq
O
O

r)
N

a

tr
,=
o
I
tr
o
l

o

O
O
ooq
O
O
m

OO
o
oq
o
O6

O
O
o
ocoo
f)

oo
oOc
O
O
co

o
O
OOq
o
Oo

o
o,
O
Oq
O
O
m

O
O
O
Oq
o
O

o
O
o
Oq
OO

oo
oocoO

O
O
o
oq
o
Oo

o
O.
oOc
Ooo

oq
O
Oq
O6

og
o
Oq
Or)s

oo.
ooq
oo
co

O
O
O
oq
O
Lr)

oo
Ooc
Or)o

o
o-
Ooq
OOv

oq
o
Oq
O
LOo

C)
O.
o
Oq
O0o

O
O.
oOq
aOo

O
O.
O
Oco
O
ae

c
C
Cc
C
cr

oq
o
Oq
oO
aO

oq
ooq
oo
CO

o
o-
Ooq
OO
co

oq
ooq
Or)o

oq
oc
O
Oo

O
O.
o
Oq
Ooo

o
.=
o.

(L

ru
f
l
F

N

!
0.)o
\C
^\69a23
ci
SGza

N
o
l
o
o
a
E
fa

l
,Nt

=o
x.
E
o
=G
lo
0)Y

s
E
o-

s
5

c0
o
o
o
E
=a

c
o
o
0)
a
o
o
6
E
la

o
c
lo
E
aJ

l
f
o
c
o
m

o
E
=.=
o
m
(!
Yoc
o
m

E
o
c
N
m

o
o
m
6

6-

(D

t
G

G-
o

s
6o
EoF
o
o-

ot
N
s
oo

-o

f

E
i::
G

=e- 6
co

o
o

CO

G
oooc
oF
6
f
Z

f

E
F
(0

6
o
o
E
o
F
6

=z

(o
(o
m
c
6
C
6
E
6
Y

=6ocoF
E
G
c
6
E

Y

=E
F
E
6
co
E
o
Y

s
o
-'6
o

=s
=a

o
o
C
o
o(,

(!
(g

c0
'a
C)

N

=a

c
(0

6
oa
@
0)

o
=a

s
ooc
o
F
q
qJ

o
=U)

G
6
o.o
C
C)
F
6
0)

o
=a

z N $ 6 o t\ @ o o N ca $ () (o f.r co o o
N N

N
N

o
N

v
N

6
N

(o
N

t--N @
N

cso
C-
Ss

;N-

6F^1
-(o-j
=N of-o)
i:c coooo-.2 t

=
c
o

E
6
l

z
oz

o1z<
;oOzEu
OFr!<t
-'l m

9s
oz
ZT
7i<
zz
1a
3s< u.J

-O-u-
H3
tLz
u><YFg)

z
=o



o
ooo
-iO
N

O
o-
Ooo
o()
N

o
oo
or)
c.)

oo
ooq

ro

Ooq
o
c.)

o
O
-;Oo

o
ooo
O()

O

C;O

oo

O
aoo
o[o
N

oo
o
q
ooo

oo
oo
O
Lr)$

o
o,
Ooo
or)o

q
o
cj
(t

oo
O

o
CO

O

oOq
Or)\t

aq
oO
C;
o.$

o;
o
o
lr)

O
o_

oo
Or)
\i-

oq
oocoo
6

Ooq
o
Ot*

oo
co

o

OoO
-i
(9

o
o-
o

o
ro
$

oo
:
C)

C
C
C
C
C
r--

o
O.

o
o

o
O-
o

C;o

q
oo
Ci()
6

a
ooc
Oo
O

oo
O
q
o

oo
oo
O:
()
d-

OO
o

C;Ov

or)
f.-

o
o
q
oo

O
o
q
o
o)

oo
o
q
o
o)

O
O
o
oq
o
O
ca

oo
ooq

6

o

O
q
o(o
$

oo

o
O
$

o
O-

O
O
o.)

o
o
Oo
o
O
N

Oo
o
Oq
oo()

o
O
O

oq

o
OO

o
c/)

O
q
ooo

o
Cioo
Ci
ro
l'

oo-
ooo
O
O
s'

lv
l
6

s
(5

f
l,v
ro

=

(5
fa(!
o-

(tr

G
m
s

-c
N'-

o,
N

o
co ca

N
co

U)

I
(L
f
dt

--a

E

a

E

J
G
(!
.o
oo
(o

(o
-o

o)

(g
F

o

'tr
(o
I
tr
(g
3

0)
Y



a-(!0)
ooY-
(!(!
1f o-oE(EL

=9r(/,;i

fd

a(!
c)
V

G
!
C
o
a

L
o'r:,
c
N
a

(g
p
C
o
a

o
E
C
(u

a

L
ooc
o
a

(s
!
C
(U

U)

,).*
Ez
IU
IL
l!
tu

__+=_Y H

rLo
J

Iu>-

\
(,

3\6
o
I
o
(o

=
o
(n

TL

(D

E
J

C
(g

-C
co

(!o
E
Lil
o)
C
N
c
m

o
o_
E

LU

O)
C
(g

C
i5

o
9''
F
O)
C
$

.g
c0

(U
fo
o)
C
a
c
in

i*?-
oa
o)c--
(!
.c.
CO

?
o
o
G

F
(E

o

=

(!

'6
J

C
(g
(g
(U

C
0)
Y
(!
f
a
oa

C
o
N
o
C
0)Y
(o
fa
q)
a

C
o
o
o
C
oY
(!
faoo

C
o
o
o
C
0)
Y
'CI

=a
oa

C
o
rs
o
C
q)
Y
o
=a
o)a

C
(u
o
ru

C
0)
:l
'(u
l
ao
(D

SE
EEo'=Y<-

=l
-v.
0)a

-:<
u.l

=-)l
0)a
fl
LU

,P

=ll
a)a
fz
LU

=
_:z
oa
IZ
Lr_l

f
L
0)a

-:a
LLI

=
=Y
0)a
Lrl

(g

-J
6
(E

Y

C
N(!
o
c
OJY
(!
:l
a
q)
a
co

6
o
0)
Y

E
ru
o
o
C
o
Y
o
f
a
0)a
co

a
o
0)
Y

C
N
o
o
C
0)
Y
o
=a
0)
U)
co

a
o
C)
:<

C
o(!
G
C
c)
Y
(!
f
a
oa

=a
o
0)v

c
o
o
o
C
oY
o
l
a
AJa

=ao
c)Y

c
o
o
o
C
0)
Y
CIf
a
0)
(/)

=a
o
o
Y

(E

(!

6
o

.-F

.)< ==o!o
9=
aJ
0)L(/r)(!
-)
>\=x!
=o)riO
O-C.' o G

eCO-E!to
P'F.=_

;i6oEr1
Y-N

Hs
96Eol
o-

E
o
c
oY

LIJ

E
C
o
I
LU

Eo
C
o
ll
LU

E
oc
o
ll
LU

E
o
C
o

-:z
LU

E
o
C
o

-:z
Lr_l

(!
c
G
(t.-(,)
i(!

*O
G
i<
o)c,[

e
No
oz
o-o'd
o-

o
o
E
F

c0 (-) o

(E

(!

(!
-)

o
=
0)Y
c
oo

oo
f
co:
(!

.i^

fo-coa

llo

C
oc
-c.o
L
0)o^
^tl"rra=
ro Ll
ON

o0)AY

(U

o
o)
O)c

c
oro
=C
o
oa

Lrl

(!^
o L-i
od
0)LLo-O

C
o
o)c
o
o
(n

=
C

ba
tJJ

N
-o(g
q)

o_

=
C
(U
O)
C

=(,

C
o
q)
a
Lll

o
_o
o
o

o_

C
N
!

C(!
O)
C
o
o(,
U)
Z
o_

oz N $ LO (o

c(!
o)^
CU$ro
LXNo
- cN
(U -:q(U:
f r- )
o,.N
LN
S-CIl-O)
rotF'
nr (J (U

d_zt

C
o
o_
E
NJ @

zo
z
ZZ

ie
da
H*
Yz
;-J Ltt-'
=<Jf
J:)
uJm
5$
I

e<rt
-.2

"fi8* 
u.tZt

Ai
ieoqo-,(/)i
<=
d)
L-

;o
t
J
o
LL



\
UI
6z
TU
II

\II
\lU

ot
(L
o
fF
lIJ
Y
t1vff
$=
E<<mM,-
HEok
U)o-

3o'
iuYtr6YE
llJ nafi
<st 

"^,*U
urYze

{f;
Ear4J

nH
II

EE

=s
ffi,H
E,
(L
ltJt
oz
:)

!J-
lUa

C
(E
o)
t-O6-o
=Ord:R
'.j= -\ .-ro 7=

J!iG-JI_

T;S
l- (\g -E:f r'\ O)

==o)(uC(-
;iorgd_z-
;
c
s-a
E
G
J

(!
o)
(g

o
q)

Y

r+

E
fa
o_
E
=J
E
oE
L
Ns

I
!-
o
o_
E
olz
t-
o
N

_o
o

E
fa
o_
E
=J
C
Nc
L
os

I
L-
q)
o-
C
o

-YL
o
N

_o
o

E
5a
o_
E
f
J
C
orc

' l--
(u
g

I
L
o
o_
C
(U
rl
r.-
(U

G
-o
o

E,

It
lUo-a
zy.
t
@
lU
m

co

oo
o
O
O
o
O
N

O
O
o
O
O
o()

Oo
o
O
O
o
O

J--

#6
ooH
qllJ^

frkEIaogils
r.urO

339fto<o<zuJl<zl-o. lIJ

kYmJ<=
*il5

(\

ot
o_o
o
=#q)
Y
c
(u
o
.F
(u
o_
f

c0

-:<
G

=.i
o
o_
f
m

ot
o_
o
o
f
o)Y
Y
(E

=c
G
D
-CN
L
ooo
U)'=
o

P
0)
!-
ll
o

U)

ot
o-o
(U

o
Ct)
o)c
c
GE

C
o
oa

LU
#o
_o
(u'd

o_

oz N cr)



E
(E
O)a

6:o
$NO

CO c c.t
'-l
$c=
o_ (s:
fFmc{*(o-
cNp.ro
f;o)6FP
8:s
E
.=
o_
E
$
J

(L
l
mt\

\
1!
6z
l'U
lL\h

z
f,
?fl-
F
(L

=tuF
Fo
Y

=
J
o
z

t
oz
tU
Y

=lUa

u
II
LUa
i

z
oz
E
LUF
tu
Y

E
fa
o-
E
=J
C
(E
v
Lo
N

_o
:o

c
$
f
f

o
o-
E
0)

=]f,
o
(!
0)

_o
.C
(g

.C
(E

E
o
ba
c
(s
io
a
o
C))
:f

o
L
fa

I
L
G)
o_

(E

oso

E
faq
E
f,
J
c
$
IZ
(u

o
€
io

C
o
C,)
C
(U

=o_
o

_v.

$

C
oo
c
G
(o
f<
O)c
G
L
(.)

_o()
-Y.C
(U

-C
f
=o
'c
G
.C

(U
:J
o
N
o
E
$
()
a
a
o
o,
f

o
=a

I

0)q
(U

(U

€o

E
fa
o-
E
=J
C
(u

_\z

$
G
€io
C
(U

C,)c
o
=q
q)
lz
'=
o
.C
c
o
C

(U
fZ
o)
C
(u

0)
_o
oY
'E
(u

.C

=.=
G

.C
(u

-C
(o
:J
!
N
(u

E
N
oa
a
(s
o)
f

o
f
U)

I
L
o

o
(U

€o

E
fa
o-
E
=J
E
(g

-\Z
L
G
(!p
E

c
N
o,c
N
:J
o-
o

_:z
.E
o
-g
c
oE
c
o
(U
lz
o)
C
(E
g

a)

0)
-v..E
N

-C
f.:
o
.E
G

_c

G-
f
!
N
(E

E
o
a
a
(o
o)
=
o
L
f
@

I

o
o_

(E

o
!o

z
E,

a
lU
o

O
O.
o
Oq
O
O
to

o
o^
o
Oq
O
O
Lr)

o
O.
O
Oq
Oo
LO

o
o-
o
Oq
O
O
to

az
o
u.
L
g.

l
U)

(,
f
F

a
\u
C
o
a
(u
o)
:f
F

.9c
oF
E
(u
O)
C
-o
E
6

G

-a-
0)

co
a
$
o)
5
F

E-o
(u

_\z

-



\
ul
Ez
LU
Ll_
LL
tll

\\s
z

c
$o)-
i!n-(uXo
@.N

qG-
,.?Fo.r
-@6N_
:bb
LLCoo$o-zt
_
c(!
'o
E
$)

E
ao
C
aJ
(o

No
C)o
C
$
.Y
N
os
o
N(g

0)-')
c
N
f
)z
E)

C
G:o
C
.E
d)

E
(.)
0:
o
.q
EO

!

N
z
Lll-,
z
F:)
:<(,
z
z
o
z
F
IU

=IU
o-

o

;
o
O)c
g
o
0)
V

(E;(t
o(L
(!
v
c
i:

o
(6
l(
(r)

i:

o
o-

o
Cio
rO
N

C
(E
fa
G
c

=
c
(u

=Y
.o)c

o
(E

oo
=
$
=o
-o

E
$

'E
(U

5
C(,

C)

(u
l(
tt)

i=

oo
o
():
q
N

o
(6
trlo
,l:

Oq.

;
o
c.j

I
(5

;ta
o)

tr

o
O.
o
q
o
Oq
s

(!
L
{!
o,o
z.
(t
n,
o)

o_

$
l<
o)

F

Oo
j

o
Oo
rO
$

.g
E
f

C
$
o
E
^oI
a
(5

b

c
tu
I
IZ
tr([
E
a

0_

oz e.l

_---<-:



Lampiran VIII : Peraturan BuPati Balangan

Nomor 26 Tahun 2010

Tanggal 12 Juli 2010

KOP SKPD
:

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar

MENUGASKAN :

Kepada

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Untuk

Tempat

Hari/Tanggal

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

jawab.

Dikeluarkan di : Paringln
pada tanggal . 2O...

Kepala SKPD

Tanda tangan

Nama dan NIP

l4



BUPATI BALANGAN

SURAT TUGAS

Dasar

Kepada

Untuk :

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian
jawab.

NOMOR :

MENUGASKAN :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung

Dikeluarkan di . Paringin
pada tanggal :

BU PATI A/VAKIL BUPATI BALANGAN,

Tanda tangan

Nama

15



Lampiran IX Peraturan Bupati Balangan

Nomor 26 Tahun 2010

Tanggal 12 Juli 2010

KOP SKPD

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(sPPD)

1. Pejabat berwenang

2. Nama pegawai yang diperintahkan

3. Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pegawai yang diperintahkan

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan

5. Perjalanan Dinas Direncanakan

6. Maksud Perjalanan Dinas

7. Perhitungan Biaya Perjalanan

B. Keterangan

a. Dari

b. Ke

c. Transpoftasi digunakan

a. Selama .

b. Dari Tanggal :

c. S/d tanggal :

a. Atas Beban :APBD

b. Pasal Anggaran .

Lihat Sebelah

Paringin,

Kepala SKPD

Tanda tangan

Nama dan NIP

a.

b.

c.

20

16



KETERANGAN :

I DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

BeranqkatTemPat
Kedudukan

Pegawai Yang
diberi Perintah

Tanda TanganTanggalTanda TanganTanggal

II,DARIPEJABATDIDAERAHPENUGASAN/DIKUNJUNGI:

Tempat
Kedudukan

Pegawai Yang
diberi Perintah

Tanda TanganTanda TanganTanggal

18



BUPATI BALANGAN

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(sPPD)

2

J

1. Pejabat benruenang

Nama pegawai yang diPerintahkan

Jabatan, Pangkat dan Golongan

Pegawai yang diperintahkan

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan

5. Perjalanan Dinas Direncanakan

6 Maksud Perjalanan Dinas

7. Perhitungan Biaya Perjalanan

8. Keterangan

a. Dari

b. Ke

c. Transportasi digunakan :

a. Selama .

b. Dari Tanggal :

a. Atas Beban :APBD

b. Pasal Anggaran :

: Lihat Sebelah

Paringin, 2O.....

BUPATI/WAKIL BUPATI BALANGAN,

Tanda tangan

Nama

a.

b.

C.

18



KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

II DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN / DI KUNJUNGI :

Tempat
Kedudukan

Pegawai yang
diberi Perintah

Berangkat Kembali

Tanggal Tanda Tangan Tanggal Tanda Tangan

Tempat
Kedudukan

Pegawai yang
diberi Perintah

Tiba Kembali

Tanggal Tanda Tangan Tanggal Tanda Tangan

\LANG

EFFEN

^(,l*,
1"

o"/

DtE/

20



Lampiran X : Peraturan Bupati Balangan

Nomor 26 Tahun 2010

Tanggal 12 Juli 2010

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR

TUJUAN

: Surat Tugas No:

TANGGAL :

HASIL PERJALANAN DINAS :

Paringin, ...20....,.

Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

Nama
NIP.

20



Lampiran XI

RTNCIAN PERJALANAN DINAS

Peraturan Bupati Balangan

Nomor 26 Tahun 2010

Tanggal 12 Juli 2010

Lampiran SPPD Nomor
Tanggal

No PERINCIAN BTAYA .II]MLAH KETERANGAN

1

2

)

JUMLAH

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Terbilans:

Telah dibayar sej urniah
Rp.

Bendahara

Tanda Tangart

(.................................... )
NIP.

Paringin, ...20....

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.
Yang Menerima

Tanda Tangan

(.................,............)
NIP.

Ditetapkan
Yang telah dibayar semula
Sisa Lebih

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG
:Rp.
: Rp.
: Rp.

21
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